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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUM AS,

Menimbang : a. bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Momor25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom,
maka pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan tidak
lazi menjadi kewenangan Pemeriniah, schingpa
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

b hahwa dalam rangka pembinaan, pengarahan,
pengawasan dan menciptekan dunia usaha yang
sehat serta untuk mencatat setiap kegiatan usaha
sehingpa lebih menjamin perkembangan dan
kepastian berusaha di Kabupaten Banyumas, maka
dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Lenumg
Tanda Daftar Perusahaan ;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA

DAFTAR PERUSAHAAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1

Pt

Daerahadalah Kabupaten Banyumas;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupater, Banyumas;
Bupati adalah Bupari Banyumas;

Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupalen
Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banyumas :

1

12,
13

14

Pcjabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di Bidung
Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlalu;

Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan atau yang selanjutnya
discbut BA-WDP adalah biaya scbagai pembayaran atzs penerbi tan
Tanda Diaftar Perusahazan ;

Tanda Dafiar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah Tanda
Daflar yang diberikan kepada sctiap perusahaan sebagai bukti bahwa
peruzahaan telah melaksanakan pendafiarar dalam dafiar perusahaan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yeng berlaku;

Perubahan TDP, adalah kegiatan perusahaan yang meliputi
perubahan : nama perusahaan, status perusahaan, alamat perusahaan,
penanggung jawab atau pemilik dari kegiatan usaha pokok;

Pergantian TDP, adalah kegiatan penerbitan TDP sebagai pengganti
TDP yang telahditerbitkan karena hilang atau rusak;

Pendaftarar Ulang TDP, adalzh kegiatan pendaftaran ulang TDP yang
telah berakhir masa berlakunya untuk mempercleh TDP baru;

Pembeharsan TDP, adalah kegiatan pencibitan TDP baru sebagai
penyesuaian dengan Peranran Daerah ini, untuk menggantikan 1DP
vang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan atau foto copy
scluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan
nleh Kepala Dinas:

Petikan Resmi Daftar Perusahaan, adalah sebagian data yang terdapat
dalam Dafter Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas;

Lo



16.

17.

18.

19.

. Usaha adalah segala tindekan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam

bidang perckonomian vang dilakukan vleh seorang pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan:

Penguseha adaleh sctiap orang perorangan atau persekutuan alau
badan hukum yang menjalankan suam jenis perusahaan:

Perusahaan adalsh setiap bentuk usaha vang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifal tetap dan terus menenis dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba:

Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau
bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang
berlainan dan dapal bersifat berdiri sendiri ataw bertugas unmik

‘melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;

Pcrusahaan perorangan adalah perusabsan yang dimiliki oleh
perorangan yaim seseorang yang juga bertindak sebapgai pengusaha

: yvang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu

21.

termasuk di dalamnya seorang yang mengurus, mengolah dan
mengawasi setiap usaha secara langsung dan tidak merupakan Badan
Hukum;

Badan adalsh suat Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma,
Kongsi, Kaperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,
Dana Pensiun, bentuk usahatetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

Pemohon adalah pemohon Tanda Daftar Perusahaan;

Pemegang Tanda Daftar adalah Pemegang Tanda Dafiar Perusahaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB I
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Ragian Pertama
Wewenang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan
Pasal 2

Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing vang berkedudukan di
Kabupaten Banyumas wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan

pada Dinas/Instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan.

Perusahaan vang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

berbentuk :

a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer
(CV), Firma (Fa), Pcrorangan ; dan

b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud
hurufa.

Perusahzan sebagaimanadimaksud padaeyat (2) berstatus schagai :
Kantor Pusat/Induk;

Kantor Tunpgal;

Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;

Anak Perusahaan:

Kantor Agen; atau

Kantor Perwakilan perusahaan

mopoop

TDP scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati
atau Dinas/ Instansi yang ditunjuk. :



IPasal 3

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikccualikan dari kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PLRJANY,

b. Perusahaan Kecil Perseorangan;atau

¢. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar hidang perekonomian yang
sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan /atau
laba. '

Pasal 4

(1) Perusahaan kecil yang dimaksud dalam Pasal 3 hurufbterdiridar :

a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi
pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota
keluarganyasendiri; ]

b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang

¢. Perusahaan vang benar-benar hanya sckedar untuk memenuhi
nafkah sehan-han pemiliknya; atau

d. Perusahaan yang tidak berbadan usaha.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan -
dalam daftar perusahaan dan berhak memperolch TDP apabila

dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan
untuk kepentingan terientu.

Hagian Kedua
Pendaftaran Perusahaan

Pasal 5

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan cleh pemilik atau Pengurus /
Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada Dinas /
[nstansi vang bertanggungjawab di Bidang Perdagangarn.

(2) Kuasa sehagaimana dimaksud  pada avat (1) tidak termasuk kuasa
untuk menandatangani {ormulir Pendafasan Perusahaan.

(3) Tata cara den Persyaratan pendaftaran perusahiaan sebagaimana
Jimaksud padaayat {1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bu pati.

(4) Dalam waktu peling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan pendallaran secara lengkap dan benar Dinas/instans:
vang bertanggung jawab di bidang Perdagangan wajib menerbitkan
TDOP.

Pasal 6

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDFP
ditempat yang mudah dibaca dan dilihat olehumum sertanomor TDP waiib
dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang
dipergunakan dalam kegiatan perusahaannya.

Pasal 7
TDP berlaku untuk jangka waktu § (limz) Tahun terhitung mulai d iterbitkan

dan wajib dipernaharui paling lambat 2 (tiga) bulen sebelum masa
berlakunya berakhir.



(1
)

(3)

(1

(2}

(3)

(4)

Pasal 8
Penggantian TDP wajibdilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebegai pengganti atau duplikat
sebagaimana dimaksud pada eyat (1), adalah sampai dengan masa
berlakunya TDP yang hilang atau rusak.

Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan
harus menerbitkan TDP pengganti paling lama 5 {lima ) hari kerja
terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak
diterima secara lengkap dan benar,

Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud
pedaayat (1] diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendafiaran
perusahaan belum benardan atau dokumen belum lengkap.

Penolakan sehagaimana dimsksud pada avet (1) dilakukan secara
tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahiaan
disertai glasan-alasannya.

Paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
penolakan. perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan
pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan

penolakan.

Apabila dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),
perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan
atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

10

i1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1
Perubahan

Pazal 10

Setiap perusahaan yang melakukan perubaban terhadap dam yanp
didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

Perubzhan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP scbagaimana
dimaksud pada ayzt (1) adalah sebagai berikut :

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan:
Perubahan nama perusahaan;

Perubahan bentuk atau status perusahaan:

Perubahan alamat perusahaan :

Perubahan kegiaran usaha pokok ; atau

Khusus untuk PT termasuk perubahan anggarar dasar

0 RO o

Kewajiban melzporkan perubahan sebagaimara dimaksud pada ayat
(1).dilakukan oleh:

. PT paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tangpal pengesahan
. @tau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anggaran
dasar atau penerimaan pemberitahuan Dircksi/Komisaris oleh
Pejabat yang berwenang:
b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahaan lzin paling lambar 3 (1 za)
“ bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

1



(1
)

(3)

(1

(2}

(3)

(4)

Pasal 8
Penggantian TDP wajibdilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebegai pengganti atau duplikat
sebagaimana dimaksud pada eyat (1), adalah sampai dengan masa
berlakunya TDP yang hilang atau rusak.

Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan
harus menerbitkan TDP pengganti paling lama 5 {lima ) hari kerja
terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak
diterima secara lengkap dan benar,

Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud
pedaayat (1] diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendafiaran
perusahaan belum benardan atau dokumen belum lengkap.

Penolakan sehagaimana dimsksud pada avet (1) dilakukan secara
tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama 5
(lima) hari kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahiaan
disertai glasan-alasannya.

Paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
penolakan. perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan
pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan

penolakan.

Apabila dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),
perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan
atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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i1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan

Paragraf 1
Perubahan

Pazal 10

Setiap perusahaan yang melakukan perubaban terhadap dam yanp
didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

Perubzhan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP scbagaimana
dimaksud pada ayzt (1) adalah sebagai berikut :

Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan:
Perubahan nama perusahaan;

Perubahan bentuk atau status perusahaan:

Perubahan alamat perusahaan :

Perubahan kegiaran usaha pokok ; atau

Khusus untuk PT termasuk perubahan anggarar dasar

0 RO o

Kewajiban melzporkan perubahan sebagaimara dimaksud pada ayat
(1).dilakukan oleh:

. PT paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tangpal pengesahan
. @tau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anggaran
dasar atau penerimaan pemberitahuan Dircksi/Komisaris oleh
Pejabat yang berwenang:
b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahaan lzin paling lambar 3 (1 za)
“ bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

1
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(3)

16)

Perusahaan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), TDP yang
dimilikinya dinyatakan tidak berleku dan perusahaan yang
bersangkutan wajib mengembalikan TOP asli kepada Bupati atau
Dines/Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perdegangan.

Khusus perusahaan berbenuk PT apabila terjadi  Kkejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf
e, likuidator yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembubuaran wajib mendaliackan kepada
Bupati atau Kepala Dinas/lnstansi yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan.

Perusahaan yang tidak melaporkan alau mendaftarkan kejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupali alau Kepala
Dinas/Instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan
memberikan peringatan paling banyzk 3 (tiga) kali berturit-turut
masing-masing dalam tenggang waktu | (satu) bulan.

Bupati atau Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan wajib mengumumkan penghapusan pada

papan pengumuman ataumedia masa cetak atau elektromk.

Tata cara dan persyaratan pengahapusan TDF scbagaimana
dimaksud pada avat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RBIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAIIAAN

DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

(1)

(2)

(1)

)

Pasal 15

Biaya Administrasi TDP adalah biaya administrasi sebagai
pembayaran atas pencrbitan TDP.

Bieye administrasi informasi tanda daftar perusahaan adalah biaya
vang dikenakan pada setiap informasi perusahaan yang berupa
salinan resmi, petikan resmi atau bukusalinan resmi hasil olahan

Pasal |6
Obyek Bizya Administrasi TDP meliputi -
TDP baru;
Perubaharn TDF;

Penggantian TDP;
Pendaftaran [ llang TDP dan Pembaharuan TDP,

ap os

Obyek Biaya Administrasi Informasi Tanda Daftar Perusahaan
meliputi :

a.  Salinan Resmi dari Dafiar Perusahaan;
b. Petikan resmidari Daftar Perusahaan,
c. Bukuinfurmasi perusahaan hasil olahan

Pasal 17

Subyck Biaya Administrasi TDP adalah erang atau persekutuan atau badan
hukum yang melaksanakan kegiatan usaha.

15



7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu,

BAB IV Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
Perusahaan pada angka 1 (satu) sampai 6
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR s g Bt l:;ﬁt;w (Lwr
8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor
Pasal 18 Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,

: 3 Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing... Rp. 1.000.000.-
Prinsip dan sasaran dalam penelapan struktur dan besarnya biays

administrasi didasarkan pada tujuzan untuk menutup biaya penyelenggaraan b. Tarif Biaya Administrasi Perubahan TDP :

pemberian TDP, meliputi biaya administras, Pcnerbilaln bk I?mﬁl Perservan Terbatas (PT).....ooooo.. Rp. 250.000.-
perusahaan. pelayanan informasi dalam dunia usaha dan biaya f-.rrnsmnul Koperasi_ .. T s T T Rp. 50.000.-
dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemaniauan kegialan dan Persekutuan Comanditar (CV)........ Rp. 125.000,-

perkembangan perusahaan. Persckutuan Firma.......cocomsieinn. - Rpp 125.000,-

Perusahaan Perorangan .................. Rp. 50.000,-

e B

BAR V Badan Usaha Lainnya (BUL).......... Rp. 125.000.-
Setiop Kantor Cabang,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA ADMINISTRASI Eantor Pembanto. Anak Perisahaan.
Agen dan Perwakilan Perusshaan
Pasal 19 padaangka 1 (satu) sampai 6 (enam)
g _ dikenakan tarif sesuai dengan bentuk
(1) Struktur dan besarnya tarilf biaya administrasi schagaimana Perusahaannya.
dimaksud dalam Pasal 16 dibedakan berdasarkan hentuk usaha. 8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor
) Cabang, Kantor Pembantu,
(2) Struktir dan besarnva tarif biaya administrasi ditctapkan sebagai Anak Perusahaan, Agendan
berikut: Perwakilan Perusahaan Asing........... Rp. 500.000.-

a. TerfBiayaAdministrasi TDPBaru:
¢. TarifBiava Administrasi Penggantian TDP:

1. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000.- 1. Persercan Terbatas (PT). ..o Rp. 250.000,-

2. Koperasi Rp.  100.000.- B I Attt = R 50.000. >

5. Persckutuan Comanditer (CV) Rp. 250.000,- 3. Persekutuan Comanditer (CV)..........Rp. 125.000.-

4. Persekutuan Firma Rp.  250.000.- 4. PersckutuanFirma........covvvieeee  Rp. 125.000,-

5. Perusahaan Perorangan Rp.  100.000.- 5. PerusahaanPerorangan...... ... Rp. 50.000.-

6. BadanUsaha Lainnya(BUL) Rp 250000 6. Badan Usahalainnya(BUL)...........Rp. 125.000.-
17



. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu,

Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
Perusahaan padaangka 1 (satu) sampai 6
(enam) dikenakan tarif sesnai dengan
bentuk perusahaannya.

Setiap Perusahaan Asing, Kantor

Cabang, Kantor Pembaniu, Anak Perusahaan,

Agendan Perwakilan Perusahaan Asing..

Tarif Biaya Administrasi Pendaftaran Ulang dan Pembaharuan
TDP:

e BT - e

Perseroan Terbatas{l-"l,u

Koperasi.... W TR
Pcr:s:kutu.a.n Cumandler [C \’J

Persekutuzn Firma .
Perusahaan Pe:rur:mgan
Badan UsahaLainnya( BL L] ...................
Setiap Kantor Cabang.

Kantor Pembantu, Anak Perusahaan,
Agendan Perwakilan Perusahaan

pada angka | {satu) sampai 6 (enam)
dikenakan tarif sesuai dengan hentuk
Perusahaannya.

Sctiap Perusahaan Asing, Kantor
Cabang, Kantor Pembantu,

Anak Perusahaan Agendan

Perwakilan Perusahaan Asing........cc.covv

Setiapsalinan resmi dari Daftar Peﬁmhaan

Setiap petikan resmi dari Daftar Perusahaan

g Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan

Pasal 20
Hasil pungutan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
disetor secara brutn ke Kas Daerah.
BAR ¥I
Rp.S00.000.-
Ty KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Kp.250.000,

Rp. 50.000,- (1) Perusahaan yang melangger ketentuan sebagaimana dimaksud
... Rp.125.000.- dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6. Pasal 8 ayat (1), Pasal |0 ayat (1),
—. Rp.125.000 - dan Pasal || ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6

. Rp. 50.000,- (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 - (lima
Rp. 125.000.- puluh juta rupiak).
(2)  Tindak pidana sebagaimana dimeksud pada ayat (1) adalah
pelanpparan.
BAB VII
PENYIDIKAN

Rp. 500.000,- Pasal 22

Rp. 50.000,- : ; e .

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Rp. 25.000.- Daerah diberi wewenang khusus sebagai penvidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahzan,

Rp. 100.000.- )

19



Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:

H

:!":

menerima, mencen. mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkensan dengan tindak pidana di bidang
Pendaftaran Perusahaan agar keterungan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

menelitt, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang cilakukan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran
Perusahasn

meminta keterangan dan bahan bukti dar orang atau badan
sehubungan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan ;
menerima  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pindana di bidang Pendaftaran
Perusahaan

melakukan pengeledabhan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan Jen dokumen lain serta melakukan
penyitazn terhadap bahan bukt tersebut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Perusahaan .
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang melakukan,
meninggalkan ruangan ataw lempat pemeriksaan sidang
berlangsung dan memenksa identitas seseorang dan atau
dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud pada hurufe;
memeriksz seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanz di
hidang Pendafiaran Perusahaan ;

memanggil seseorang untuk didengar kelerangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

menghenlikan penyidikan;

melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Pendafiaran Perusahaan
menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan
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(3)

(1)

(2)

(1)

T"_;'::l}fadik scbagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penumtut Umum.

_ BAB VIII
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan hertangaung jawab atas
pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerahini.

Pengawasan umum atas pelzksanaan Peraturan Dacrah ini
dilakukan oleh Badan Pengawasan Dacrah Kabupaten Banyumas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 24

Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerali ini telah
memiliki TDP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
lelah ada sebelumnya, meka TDP tersebut tetap berlaku sampai saar
pendaftaran ulang yang ditentukan dalam TDP tersebut, untuk
kemudian wajib memiliki TDP baru berdasarkan Peraturan Daerah

ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir
TDP tersebut.

Perusahaan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah
melaksanakan kegiatan usaha dan  belum memiliki TDP, maka
dalam wakitu paling lama 3 (tiga) bulan rerhitung sejak berlakunyz
Peraturan Daerah ini wajibmemiliki.
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Pasal 15
Peraturan Dazrah ini mulai berlaku pada enggal diundangkan.
Agar sctiap oreng dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Furwokerto,
pada tanggal : 26 Feb2005

BUPATIBANYUMAS
ttd
ARIS SETIOND
Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KADUPATEN
BANYUMAS

tod
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP: 500 086 334

LEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PENJELASANUMUM

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan
vang dibuat sccara benar dari suau perusehaan dan merupakan
sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan
mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang
perusahaan yang tercantum dalam daliar perusahaan dalam rangka
menjamin kepastian berusaha, dan bersifat terbuke untuk semua
pihak.

Bagi Pemerintah, Daftar Perusahaan sangat penting karena
akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti keadaan
perkembangan sebenamya dari dunia usaha Ji Tingkat Daerah
maupun Tingkal Nasional, disamping i untuk menyusun dan
menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan pembinaan
dan pengdwasan atas dunia usaha scrta menciptakan iklim usaha
yang schat serla uniuk pengamanan Pendapatan Daerah

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai hukum bagi
pengendalian, perkembangan dan kegiatan terhadap usaha yang
dilaksanakan oleh masyarakat guna menciptakan iklim dunia usaha
yang kondusif
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal |

Pasal 2 2/d 17

Pzsal 18

Pasal 19 ayat(l)

Pasal 19 ayat(2)

Pasal 20

Pasal 21 ayat(1)

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan dan menyamakan persepsi
werhadap beberapa istilah yang digunakan
dalam Peraturan Dacrah ini,

Cukup jelas.

Yang dimeksud dengan golongan Riaya
Administrasi. Perizinan Tertentu adalah
perizinan yang merupakan kewenangan
pemerintah yang diserahkan kepada caerah
dalam rangka asas desentralisasi yang benar-
benar diperlakukan - guna melindungi
kepentingan umum serta biaya yang menjadi
beban daerah.

Cukupjelas

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Lain
(BUL) adalgh perusahazn yang dikelola
Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah
Propinsi termasuk didalamnya Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah.

Cukup jelas

Cukupjeins

Pagal 21 ayat(2)
hurufb

Pasal 22

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
biava administrasi secara langsung adalah
Wajib Biaya Administrasi  dengan
kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang biaya administrasi secara
tidak langsung adalah Wajib Biava
Administrasi  tidak secara nyata-nvata
langsung menyatakan bahwa ia mengakus
mempunyai wlang biaya administrasi
kepada Pemerintah Dacrah.

Contoh: :

- Wajib Biaya Administrasi mengajukan
permohenan angsuran/penundaan
pembayaran,

- Wajib Biava Administrasi megajukan
keberatan atau penundaan pembayaran.

Dengan sanksi pidana. diharapkan

timbuinva kesadaran Wajih Biava

Administrasi untuk memenuhi

kcwajibannya.

Pasal 23 s/d Pasal 25 : Cukup jelas



